
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sejak reformasi 1998 keadaan pemerintahan di Indonesia kian membaik. 

Era otonomi daerah memulai terobosan baru dalam pola pemerintahan. Perubahan 

sistem pemerintahan ini memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk 

merencanakan dan melakukan berbagai hal untuk kepentingan masyarakat. 

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ( UU No 32 Tahun 2004 ). 

Pemberian otonomi daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya 

daerah yang berfungsi untuk memajukan pembangunan daerah, sepanjang tidak 

bertentangan dengan tujuan nasional.  

 Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa suatu penetapan 

bahwa daerah itu mempunyai kewenangan untuk menentukan alokasi sumber 

daya untuk suatu anggaran belanja dengan syarat dan ketentuan yang ada seperti 

mengikuti asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Penyelenggaraan 

suatu otonomi daerah diperlukan adanya prinsip otonomi yang cakupannya cukup 

luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaanya, pemerintah daerah 

diharapkan dapat mengelola keuangannya sendiri melalui anggaran pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan oleh peraturan daerah.  

 Anggaran daerah adalah rencana keuangan yang digunakan oleh 

pemerintah daerah sebagai tolok ukur untuk pemberian layanan masyarakat. 



Komponen APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah atau belanja 

yang digunakan untuk memenuhi tugas pemerintahan di daerah, dan dana 

anggaran yang digunakan untuk menutup defisit anggaran pemerintah daerah. 

Dengan otonomi daerah, pemerintahan diminta mengelola keuangan daerah 

dengan lebih baik dan efektif.  

 Belanja daerah adalah seluruh pengeluaran pemerintah daerah dalam 

bentuk Belanja Modal untuk pemenuhan tugas, wewenang, dan tugas terhadap 

masyarakat umum dan pemerintah pusat dalam suatu periode anggaran yang 

dilakukan dalam rangka pembentukan modal. Belanja daerah telah dibagi menjadi 

2 bentuk yaitu belanja operasi dan Belanja Modal. Belanja operasi merupakan 

biaya yang dikeluarkan untuk mendanai kegiatan dengan masa manfaat kurang 

dari satu tahun, belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan 

jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah. Menurut PP Nomor 71 

Tahun 2010 Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang memberi 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam penggunaannya, alokasi Belanja 

Modal digunakan untuk hal-hal yang produktif, seperti melakukan kegiatan 

pembangunan, penambahan infrastruktur, dan sarana prasarana publik. Jika 

alokasi Belanja Modal menurun, maka akan mempengaruhi kinerja pemerintah 

daerah dalam mencapai pembangunan.  

 Dalam melaksanakan Belanja Modal, pemerintah daerah memiliki tujuan 

untuk peningkatan pembangunan dan perekonomian daerah. Jalan, instalasi, 

bangunan, dan lain lain yang dianggarkan lebih di prioritaskan untuk memenuhi 

kepentingan publik. Jumlah alokasi Belanja Modal setiap tahun seharusnya lebih 



besar karena anggaran tersebut ditujukan untuk pelayanan publik. Menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009, menyatakan bahwa 

Belanja Modal diupayakan mendapat porsi alokasi yang lebih besar daripada 

belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. 

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018-2021 

Keterangan 2018 2019 2020 2021 

Pendapatan Daerah 100.289,09M 106.022,90M 102.601,75M 104.706,45M 

Belanja Barang dan 

Jasa 
100,53% 101,4% 87,5% 95,76% 

Belanja 

Pegawai 
92,75% 91,67% 87,26% 91,52% 

Belanja 

Bantuan Sosial 
106,05% 98,94% 110,02% 80,96% 

Belanja Modal 99,81% 100,6% 63,46% 86,39% 

Sumber : Laporan APBD Provinsi Jawa Tengah 2018-2021 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2018-2021 persentase 

belanja barang dan jasa lebih tinggi daripada Belanja Modal. Jika dilihat lebih 

teliti, persentase Belanja Modal mengalami penurunan yang sangat signifikan 

sebesar 37,14% ditahun 2020. Hal yang sama juga terjadi pendapatan yang 

diperoleh dari tahun 2018 berangsur naik signifikan di tahun 2019. Namun pada 

tahun 2020 justru mengalamai penurunan yang sangat signifikan dibanding tahun 

2019. Hal ini terjadi mungkin karena adanya pandemi covid-19. Belanja modal 

merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang terdistribusi secara adil dan 

merata sehingga semua kelompok masyarakat dapat menikmati manfaatnya tanpa 

diskriminasi, terutama dalam pemberian pelayanan publik. Masalah anggaran 

modal yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu porsi Belanja 

Modal dalam APBD lebih rendah dari porsi belanja operasi. Belanja operasi 



merupakan belanja pemerintah daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah.  

 Belanja Modal berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang. 

Belanja Modal digunakan untuk mendanai berbagai macam bidang yaitu bidang 

administrasi pemerintahan umum, bidang kelautan dan ketahanan pangan, bidang 

industri, bidang tenaga kerja, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial, 

bidang pekerjaan umum, bidang perhubungan, bidang pariwisata, dan lain-lain. 

Dilihat dari sisi manfaat, pengalokasian anggaran untuk sektor Belanja Modal 

sangat bermanfaat dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat luas. Pada Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam Laporan Realisasi 

APBD memperlihatkan bahwa persentase Belanja Modal lebih rendah daripada 

belanja pegawai dan belanja barang, hal ini menyebabkan kualitas pelayanan 

publik menurun sebab alokasi dananya banyak digunakan untuk belanja yang 

sifatnya tidak publik. 

 Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang 

termasuk dalam faktor keuangan yang mempengaruhi Belanja Modal. Pajak 

Daerah biasanya dilaksanakan melalui pemungutan, pengadministrasian, 

penetapan tarif, dan lain-lain. Pajak Daerah adalah pajak yang diperhitungkan 

sebagai iuran wajib kepada wajib pajak orang pribadi atau badan dan dipungut 

oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah yang 

berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan pendanaan daerah. Kaitannya dengan Belanja Modal berdasarkan 

penelitian (Rahajeng et al., 2021) Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap 



besarnya anggaran Belanja Modal. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa jika 

Pajak Daerah meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal juga. Dalam 

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 sudah dijelaskan bahwa pajak digunakan 

untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta pajak 

yang digunakan untuk keuangan pemerintah dan pembangunan nasional salah 

satunya yaitu mengalokasikan pajak atas Belanja Modal yang dimanfaatkan dan 

dilihat langsung oleh masyarakat. Pajak Daerah merupakan penyumbang terbesar 

dalam memberikan pendapatan daerah dan menggambarkan kemandirian suatu 

daerah. Penelitian (Rahajeng et al., 2021) menunjukkan bahwa Pajak Daerah 

berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Namun hasil lain ditunjukkan pada 

penelitian (Sugotro et al., 2018) menunjukkan bahwa Pajak Daerah justru 

berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. 

 Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

atas dasar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan dikonsumsi 

langsung oleh perorangan, dan pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang 

dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan 

oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara 

perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan 

yang berlaku (Intani, 2018).  

 Dari kedua pengertian tersebut, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 



yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan, dimana 

pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan jasa atau imbalan secara 

langsung dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Pendapatan 

dari pemungutan retribusi digunakan untuk melaksanakan pembangunan 

pemerintah daerah. Hubungan antara variabel Retribusi Daerah dengan Belanja 

Modal dapat dilihat dari pendapatan retribusi setiap daerah. Seharusnya bila 

jumlah retribusinya tinggi maka Belanja Modal akan ikut tinggi. Namun pada 

penelitian (Kristiyanti & Dewi, 2021) Retribusi Daerah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Belanja Modal dikarenakan banyaknya permasalahan retribusi 

yang sering terjadi di setiap daerah. Peraturan daerah yang seharusnya diterapkan 

tidak ada gunanya karena para pemungut retribusi malah menggunakan uangnya 

secara pribadi yang seharusnya di setorkan kepada pemerintah daerah. Sehingga 

hasil retribusi yang diperoleh tidak sesuai dengan anggaran akibatnya 

mempengaruhi perolehan pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan 

(Napitupulu & Malau, 2021) menunjukkan bahwa Retribusi Daerah justru 

berpengaruh positif terhadap belanja daerah. 

 Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan aliran pendapatan daerah yang 

termasuk bagian dari dana perimbangan. Dana Alokasi Umum adalah dana 

transfer yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang 

penggunaanya dilimpahkan kepada daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2005 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU 

adalah : Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 



dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk 

mengalokasikan sumber daya secara merata, dengan mempertimbangkan 

kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah. Prinsip Dana Alokasi Umum 

adalah bahwa daerah dengan potensi keuangan tinggi tetapi kebutuhannya rendah 

menerima Dana Alokasi Umum dalam jumlah yang relatif kecil. Sebaliknya, jika 

suatu daerah memiliki potensi keuangan yang rendah sedangkan kebutuhannya 

tinggi, maka akan mendapatkan Dana Alokasi Umum dalam jumlah yang relatif 

besar. Penelitian  (Rahajeng et al., 2021) menyatakan bahwa jika DAU tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal. Artinya, kenaikan atau 

penurunan DAU tidak berdampak pada Belanja Modal. Karena diindikasikan 

bahwa pendapatan DAU cenderung digunakan untuk belanja operasional seperti 

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan 

belanja hibah daripada untuk Belanja Modal. 

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013, menyebutkan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah : Dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu 

membiayai kegiatan khusus seperti urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional. Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang  

menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

adalah dana yang diperoleh dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu 

sesuai prioritas nasional guna membiayai kegiatan khusus dan kebutuhan dana 

untuk menunjang sarana dan prasarana umum yang belum memenuhi standar 

tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pelayanan dasar 



masyarakat terdiri dari pendidikan, infrastruktur dan prasarana pemerintah daerah. 

Penelitian yang dilakukan (Rahajeng et al., 2021) menyatakan bahwa variabel 

Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja 

Modal, karena diindikasikan bahwa daerah mengalokasikan DAK tidak digunakan 

untuk mendanai barang-barang modal, tentunya hal ini sesuai dengan peruntukan 

DAK. Dimana DAK merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan 

ke daerah untuk membantu mendanai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK 

tentunya memperhitungkan ketersediaan dana dalam APBN, sehingga benyaknya 

DAK tidak bisa ditentukan tiap tahun. DAK sendiri biasanya ditujukan kepada 

daerah ketika daerah dihadapkan pada masalah tertentu. Hasil lain ditunjukkan 

pada penelitian (Shenia et al., 2021) yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh 

positif terhadap Belanja Modal.  

 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa daerah 

yang akan menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan 

kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kekuatan 

keuangan daerah yang tercermin dalam penerimaan APBD guna mendanai 

kebutuhan pembangunan daerah. Kriteria khusus ditetapkan berdasarkan 

peraturan pelaksanaan otonomi khusus dan karakteristik daerah yang meliputi 

wilayah pesisir dan kepulauan, wilayah perbatasan dengan Negara lain, wilayah 

tertinggal atau terpencil, wilayah rawan banjir dan tanah longsor, dan wilayah 

yang ketahanan pangan. Sedangkan kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian 

yang bertanggung jawab atau departemen khusus berupa indikator yang dapat 

menjelaskan keadaan sarana dan prasarana setiap kegiatan yang dibiayai DAK. 



 Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

(Rahajeng et al., 2021) dengan tiga perbedaan. Perbedaan pertama terletak pada 

variabel, dimana pada penelitian sebelumnya terdapat tiga variabel yakni Pajak 

Daerah, DAU, dan DAK, sedangkan pada penelitian ini peneliti menambah 

variabel pendukung yaitu Retribusi Daerah. Peneliti menambahkan variabel 

tersebut karena dengan adanya Retribusi Daerah yang tinggi diharapkan anggaran 

Belanja Modal meningkat agar dapat membangun sarana prasarana publik dengan 

lebih optimal dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. 

Perbedaan kedua pada objek penelitian (Rahajeng et al., 2021) mengambil objek 

pada Provinsi Jawa Timur dan untuk penelitian ini peneliti mengambil objek pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan oobjek 

pada lingkup Provinsi Jawa Tengah dilakukan karena Kabupaten dan Kota pada 

provinsi ini merupakan salah satu provinsi dengan Belanja Modal terbesar di 

Indonesia. Perbedaan ketiga pada tahun penelitian (Rahajeng et al., 2021) 

melakukan penelitian periode tahun 2008-2019 sedangkan penelitian ini 

melakukan penelitian periode tahun 2018- 2021. Pemilihan periode ini dilakukan 

karena periode ini merupakan periode krusial dimana terdapat masa transisi antara 

kehidupan normal dan masa pandemi Covid-19. 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi Belanja Modal, oleh karena itu peneliti mengambil judul 

“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan  

Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal” (Studi Kasus Pada 



Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2018-

2021). 

1.2  Ruang Lingkup 

 Agar penelitian ini tetap konsisten dan memudahkan pembahasan dalam 

penelitian agar sesuai dengan tujuan penelitian dan pokok bahasan lebih 

terperinci maka peneliti membatasi ruang lingkup pokok bahasan dalam 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Meneliti pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum 

dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. 

2. Objek penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota 

di Provinsi Jawa Tengah. 

3. Periode penelitian adalah tahun 2018-2021. 

1.3  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari pembahasan masalah penelitian di atas, maka 

masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal ? 

2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal ? 

3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal ? 

4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal ? 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk :  



1. Menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2018-2021. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja 

Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2018-2021. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap 

Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2018-2021. 

4. Menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap 

Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2018-2021. 

1.5  Kegunaan Penelitian 

 Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi berbagai pihak, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat bagi pembaca  

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca untuk 

penelitian selanjutnya dan sebagai referensi untuk menambah literatur 

tentang pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi 

Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. 

 

 



b. Manfaat bagi penelitian selanjutnya 

 Agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai topik dari penelitian yang diteliti, dan menambah wawasan 

bagi penulis dalam penerapan teori dengan praktik yang selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Pemerintah Daerah 

 penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan 

yang dapat bermanfaat bagi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait 

kebijakan dimasa yang mendatang. 

b. Manfaat bagi masyarakat 

 hasil penelitian ini dapat memudahkan masyarakat untuk 

memantau dan mengontrol kinerja pemerintah daerah khususnya di 

Provinsi Jawa Tengah terkait pemakaian dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan 

untuk Belanja Modal, dengan demikian pemerintah yang bertanggung 

jawab dan transparan akan mewujudkan terciptanya good governance. 

 


